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TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERIZINAN

REKLAME

A. Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam Bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar
penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah
penegakan hukum adalah yang paling sering dan dengan demikian pada waktu
mendatang istilah tersebut semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksaan hukum
dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karna
pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus
ditegakan.melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam
menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan,
setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi
peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap
tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, masyarakat

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah
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untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi
manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.?

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan
bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam
pelaksanaan atau penegakan harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan,
hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.’

Kesadaran Hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi
pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam
pelaksanaan hukum, baik merupakan tingkat tingginya pelanggaran hukum
maupun atau kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.*

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya
terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor
tersebut ada lima yaitu :
a. Faktor Hukum
Dalam praktik penyelengaraan penegakan hukum dilapangan ada
kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini
disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat
abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah
ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegakan Hukum
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Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peranan penting. Oleh karena itu, salah satu
fungsi keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau
kepribadian penegak hukum.

Didalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas
penegak hukum, bahwa selama ini ada kecendrungan yang kuat dikalangan
masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak
hukum, artinya hukum di identikkan dengan tingkah laku nyata petugas
atau penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah pendidikan yang
diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis
konvensional, sehingga dengan banyak hal polisi mengalami hambatan di
dalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatn
computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan
wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi
dianggap belum mampu dan belum siap. Walau disadari pula bahwa tugas
yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Oleh karena itu, sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat
penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana
tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang
seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat



Penegak Hukum Dberasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau
kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoaln yang
timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,
sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal
kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok
tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus
dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi
hal pokok dalam penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum
tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titiknya. Hal ini
disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegakan hukum,
penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan

hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. >

B. Perizinan Reklame

1. Pengertian Perizinan

Pengertian izin adalah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam

hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk

mengemudikan tingkah laku warga. lzin dalam pengertian luas adalah suatu
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persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan undang-undang, dan hal ini
menyangkut tindakan demi kepentingan umum. Di samping itu izin juga dapat
dibedakan atas berbagai figur hukum, yang meliputi izin dalam arti sempit,
pembebasan/dispensasi dan konsesi. Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada
umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu
tatanan  tertentu  atau = menghalangi  keadaan-keadaan  yang  buruk,
pembebasan/dispensasi adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan umum, yang
berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa, konsesi adalah izin yang
berkaitan dengan usaha yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.®

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tugas
mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi
pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas
memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di
bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Sistem
perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan
dibuat dalam bentuk peraturan yang yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan
larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa
sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau
mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang kongkrit. Adapun
tujuan pemerintahan mengatur suatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai

sebab:’
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a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin
bangunan);

b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan);

c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin tebang, izin
membongkar monument);

d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin
menghuni di daerah padat penduduk);

e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya
pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Izin adalah merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara.
Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan
berisikan beberapa hal sebagai berikut:®
a. Organ pemerintah yang memberikan izin;

b. Siapa yang memperoleh izin;

c. Untuk apa izin digunakan;

d. Alasan yang mendari pemberiannya;

e. Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat;

f. Pemberitahuan tambahan.
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Ketentuan point a sampai dengan point ¢ wajib ada untuk bisa dikategorikan
sebagai keputusan perizinan, sedangkan ketentuan point d sampai dengan point f tidak
wajib ada, tetapi dalam prakteknya biasanya akan ada.

Dikarenakan keputusan perizinan adalah termasuk salah satu bentuk
perwujudan keputusan tata usaha negara, maka izin adalah juga merupakan norma
penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal ini dikarenakan lahirnya izin pasti
akan didahului dengan adanya norma merupakan norma penutup dari semua norma
yuridis yang ada. Hal ini dikarenakan lahirnya izin pasti akan didahului dengan
adanya norma abstrak terlebih dahulu atau norma yang sifatnya masih umum belum
ditunjuk subyeknya, waktunya, tempatnya dan izin akan terletak pada deretan paling
akhir dari semua norma abstak yang mendahuluinya, dan tentang hal yang dituju atau
sudah bersifat konkrit, individual dan final sehingga akan langsung digunakan untuk
melakukan aktifitas tertentu.

Di dalam Kamus Istilah Hukum, izin dijelaskan sebagai, perkenan/izin dari
pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan
untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang
pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak
dikehendaki.’

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan
halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.’® Dengan kata lain, sebagai peniadaan
ketentuan larangan umum dalam peristiwa konret.*' Menurut Sjachran Basah, izin

adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan
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peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.*?

Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak
melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan
secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan
administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.™

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum
dilarang.'* Spelt dan Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit.
Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin,
penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu
tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. lzin (dalam arti sempit) adalah
pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada
keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-

tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela,
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namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Pada
pokok izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan
dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.
Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan
yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan
dengan cara tertentu.’

Dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan konsesi itu tidak berbeda.
Masing-masing berisi perkenan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu. Dalam pengertian sehari-hari kedua istilah itu digunakan secara sama,
bahkan pengertian izin dan konsesi keduanya digunakan untuk suatu bentuk hukum
yang sama, pemegang izin disebut juga konsesionaris.*°

Menurut Utrecht, perbedaan antara izin dengan konsesi itu suatu perbedaan
nisbi (relatif) saja. Pada hakikatnya antara izin dengan konsesi itu tidak ada suatu
perbedaan yuridis. Sebagai contoh, suatu izin untuk mendapatkan batubara menurut
suatu rencana yang sederhana saja dan akan diadakan atas ongkos sendiri, tidak dapat
disebut konsesi. Tetapi suatu izin yang diberikan menurut undang-undang tambang
Indonesia untuk mendapatkan batubara adalah suatu konsesi, oleh karena izin tersebut
mengenai suatu pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang besar itu akan membawa
manfaat bagi umum. Jadi konsesi itu suatu izin pula, tetapi izin mengenai hal-hal yang
penting bagi umum. Meskipun antara izin dan konsesi ini dianggap sama, dengan
perbedaan yang relatif, akan tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. lzin adalah

sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan
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konsesi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang
diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi. Dalam hal izin
tidak mungkin diadakan perjanjian, oleh karena tidak mungkin diadakan suatu
persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni
perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan-
peraturan KUH Perdata mengenai hukum perjanjian.’

Izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak, sedangkan konsensi adalah
kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang
dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika pemerintah melakukan
tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan
diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi,

dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.*®

2. Unsur-Unsur Izin

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat para pakar tersebut, dapat
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut
prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam
perizinan, yaitu:
a. Instrumen yuridis;
b. Peraturan perundang-undangan;
c. Organ pemerintah;
d. Peristiwa konkret;

e. Prosedur dan persyaratan.

17" Utrecht, Op. Cit, him. 190
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Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya
sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan
umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan
merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka
melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang
pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk
menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai
dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari
instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup
dalam rangkaian norma hukum."

Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis
ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan
yang menimbulkan hak-hak yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang
namanya tercantum dalam Kketetapan itu, atau ketetapan yang memperkenankan
sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.?

Dengan demikian, izin merupakan intrumen yuridis yang bersifat konstitutif
dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa
konkret. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur
atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain,
setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan
maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan
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menegakan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat
dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.?!

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum
pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu
menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah
didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut
menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin
itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dari perizinan tersebut. Dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan
pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa
kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk
mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin,
misalnya pertimbangan tentang:

a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan

kepada pemohon;

b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;

c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau

penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah
keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pembarian izin.?

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran

pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari
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administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah
(Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi
negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang
dijabatnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah.?®

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang
mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ
pemerintahan. Menurut Spelt dan Ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus
diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-
organ pemerintahan. Di sini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang
menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.?*

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat
menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi
terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur
tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan
bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Menurut Soehardjo, pada tingkat
tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong
untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan
pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu
berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya
mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.?

Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang
mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang

berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada

2 Ridwan HR, 2002, Op. Cit, him. 157
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umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi
itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara
dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga
deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.?®

Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang
perizinan, namum harus ada batas-batasnya. Karena deregulasi dan debirokratisasi
merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan
dalam bentuk peraturan kebijaksanaan, maka deregulasi dan debirokratisasi itu harus
ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Setidak-
tidaknya deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal
berikut; pertama, jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu
sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu; kedua,
deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan
finansial; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip
dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan; keempat,
deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan
yang layak.

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk
ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan
individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang
tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini
beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izinpun

memiliki berbagai keragaman. lIzin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses
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yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan
struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.?’

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang
ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh
prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan
perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan
kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah
laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin
itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta
dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.?

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak
oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur
dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain,
tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai

oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.?

Fungsi dan Tujuan Izin
Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam vyaitu tugas
mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum.*

a. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus
dipatuhi masyarakat.

Ibid, him. 159
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b. Tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka
meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi,
kesehatan dan lain sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena
perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang
berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh
penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar
mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit. 1zin
sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para
warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan
konkret.*!

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen
hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu
dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran
masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang
terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.
Menurut Prajudi  Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum
modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.*®

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret
yang dihadapi. Keragaman peristiwva konkret menyebabkan keragaman pula dari
tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagali
berikut:**

a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin

bangunan).
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).

Ridwan HR, 2002, Op. Cit, him. 160
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c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin
membongkar pada monumen-monumen).

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat
penduduk).

e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas
(dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

4. Bentuk dan Isi dari Izin

Izin adalah merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara.
Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.*®

Dikarenakan keputusan perizinan adalah termasuk salah satu bentuk
perwujudan keputusan tata usaha negara, maka izin adalah juga merupakan norma
penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal ini dikarenakan lahirnya izin pasti
akan didahului dengan adanya norma abstrak terlebih dahulu atau norma yang
sifatnya masih umum belum ditunjuk subyeknya, waktunya, tempatnya dan izin akan
terletak pada deretan paling akhir dari semua norma abstrak yang mendahuluinya, dan
tentang hal yang dituju atau sudah bersifat konkrit, individual dan final, sehingga akan
langsung digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu
dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya,
biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang
memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang
dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas

bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Karena itu,

% Nurwigati, Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan Sebagai Instrumen Pemerintah, Diskusi Akademik
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004, him. 2



bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari
lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan
secara umum bahwa “haminte” yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang
dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota
pengurus harian. Namun untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-
undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.*

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah
yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang
memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Hal ini
biasanya dialami orang atau badan hukum.

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat
uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana
akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang
merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan
pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan,
pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini.
Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan
yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktek
hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-
ketentuan seperti: Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-
tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah; Ketentuan-ketentuan sarana
(kewajiban menggunakan sarana tertentu); Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban

bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam

% Philipus M. Hadjon, Op. Cit, him. 11-15



lembaga); Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai
kadar bahaya atau gangguan).

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin.
Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya
tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan yang berisi izin,
dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi
kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan.
Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat
atau dengan cara lain.

Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk
periode tertentu, misalnya 5 tahun. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-
syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan
pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan
yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.®’

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-
undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan
ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan,
organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan
undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa
yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.
Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk
memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir
dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun

penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan
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oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada
fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan
dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data dari para
ahli atau biro konsultan.®

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan
ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam izin, seperti
sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-
pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak
dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari
organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di
kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan
yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Sebab
itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakekat
keputusan, secara formil seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim
administrasi.*

Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan ketetapan pada
umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi syarat-
syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenubhi syarat formil dan syarat materiil,

serta memperhatikan asas contrarius actus dalam pencabutan.*

5. Asas-Asas Umum Bagi Prosedur Penertiban Izin
Prosedur penertiban izin secara umum akan meliputi tahap-tahapan sebagai
berikut:

a. Acara Permulaan

% 1bid, him. 7
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Acara permulaan ini berupa kegiatan pengajuan permohonan dari pihak
yang berkepentingan kepada pihak pemerintah yang harus diajukan secara tertulis,
berisikan identitas dari pemohon, izin yang diminta, dan data/surat yang tertentu
sesuai dengan persyaratan yang ada.

b. Acara persiapan dan peran serta (inspraak)

Dalam tahapan ini pemerintah akan mengadakan pemeriksaan terhadap
permohonan izin, yang mana ini harus dilakukan secara tertib dan teliti, serta
mendengarkan penjelasan dari pemohon ataupun masukan dari pihak ketiga.

Dalam tahapan ini pemerintah akan mengumumkan keputusan perizinan
dengan secara luas melalui kantor organ pemerintah atau media masa. Macam
keputusan perizinan ini bias berisi pernyataan tidak dapat diterima, penolakan izin
atau pemberian izin.

Tidak ada aturan umum untuk tata cara pembuatan keputusan perizinan,
oleh sebab itu tiap bidang mempunyai prosedur dan persyaratan tersendiri. Namun
demikian menurut Philipus M. Hadjon, prosedur yang baik dalam pembuatan
keputusan perizinan apabila memenuhi tiga landasan utama hukum administrasi,
yaitu: landasan hukum, landasan demokrasi, landasan instrumental, yaitu berdaya

guna dan berhasil guna. **

6. Macam-Macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi
Hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi. Untuk itu
terhadap hukum perizinan akan diterapkan pula sanksi administrasi. Adapun macam
dari sanksi dalam hukum administrasi adalah sebagai berikut:

a. Bestuurdwang (paksaan pemerintah)

1 Philipus M. Hadjon, Op. Cit, him. 4-5



Kewenangan untuk atas biaya pelanggar menyingkirkan, mencegah,
melakukan atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penarikan Kembali Keputusan
Keputusan akan ditarik kembali oleh Pemerintah, apabila:
1) Yang berkepentingan tidak memeatuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat,
atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan menggunakan data
yang tidak benar atau tidak lengkap.
c. Pengenaan denda adminisatratif

Sanksi yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang dikarenakan
melanggar ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.

d. Pengenaan uang paksa

Sanksi ini dapat untuk mengganti sanksi bestuurdwang apabila secara
praktis bestuurdwang sulit dijalankan.Disamping sanksi-sanksi administrasi
sebagaimana tersebut diatas, pelanggaran aturan perizinan juga dapat diberikan
sanksi pidana, yang dapat diterapkan secara komulatif bersama-sama dengan

sanksi administrasi.

7. Pengertian Reklame
Dalam dunia informasi sekarang ini, ketika periklanan luar ruangan (outdoor)
atau bisa disebut dengan reklame mengalami berbagai macam inovasi untuk dapat
menjadi alternative media pemasaran yang efektif. Reklame Kkini telah dilengkapi

hiasan, efek menyolok, efek gerakan dan sinar serta elektonik/digital. Iklan tersebut



sengaja dipasang pada gedung-gedung yang tinggi atau dilengkapi dengan untaian
lampu reklame yang kerlap-kerlip seperti biasa ditemukan di kota-kota Asia.*?
Terdapat berbagai ragam bentuk dan cara pemasangan serta penempatan
reklame, pemasangan reklame juga mengalami pasang-surut sesuai perkembangan
ekonomi dan munculnya media baru dalam pemasangan iklan. Lebih spesifik menurut

Yulisar, reklame dapat didefinisikan sebagai benda, alat atau perbuatan yang menurut

bentuk, susunan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan
atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.*®
Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Penyelenggara Reklame menyatakan bahwa reklame adalah benda, alat,

perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan pengertian reklame ini, keberadaan reklame mencakup dua
dimensi yang terdiri atas:

a. Dimensi informasi yang mengandung aspek ekonomi dan bersifat nonfisik.
Reklame adalah suatu pesan yang merupakan sarana promosi barang dan jasa
dengan menyewa ruang dan waktu dari media luar ruangan;

b. Dimensi keruangan yang mengandung aspek tata ruang dan bersifat fisik.
Reklame merupakan suatu benda yang mengisi ruang perkotaan sehingga

merupakan bagian dari “accessories” perkotaan.

2 Frank Jefkins, Periklanan. Edisi Ketiga. Terjemahan Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, 1996, him. 126.
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8. Karakteristik Reklame
Ukuran reklame yang dipergunakan dewasa ini, sangat bervariasi, mulai dari
ukuran uang kertas yang kecil sampai uang kertas yang sangat besar seperti yang kita
sering temui di tanah kosong atau papan bulletin yang dipasang di pusat-pusat
perbelanjaan. Variasi ukuran hanya merupakan salah satu karakteristik reklame.

Secara umum karakteristik media periklanan tersebut dapat dirangkum sebagai

berikut:*

a. Ukuran dan dominasi: ukuran relative besar, mendominasi pemandangan dan
mudah menarik perhatian;

b. Warna: dihiasi dengan aneka warna, gambar-gambar dan pemandangan yang
realitas sehingga memudahkan pemirsa untuk mengingat produk yang
diwakilinya;

c. Pesan-pesan singkat: karena dimaksud untuk menarik perhatian orang-orang yang
sedang bergerak dan dilihat dari kejauhan. Kalimat atau pesan-pesan tertulis
biasanya terbatas pada slogan singkat atau sekedar satu nama yang sengaja dicetak
dengan huruf besar-besar dan menyolok;

d. Zoning: kampanye iklan secara umum dapat diorganisir pada suatu kawasan atau
kota tertentu. Pemasangan reklame dalam jumlah minimum diatur di setiap kota
untuk menjamin kesempatan penyimak yang maksimum dari pemirsa.
Penempatan reklame secara strategis dapat menciptakan suatu kampanye iklan
yang sangat ekonomis;

e. Efek menyolok: karakteristik reklame yang paling penting adalah kemampuannya
dalam menciptakan kesan atau ingatan pemirsa melalui penebalan, warna, ukuran

dan pengulangan.

* Frank Jefkins, Op. Cit, him. 128.



9. Tipologi Reklame

Reklame dapat dibedakan dalam berbagai klasifikai. Pengklasifikasian setiap

reklame berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandang, tujuan dan kepentingan yang

hendak dicapai. Perbedaan pengklasifikasian ini berkaitan erat dengan bentuk-bentuk

pengelolaan atau pengaturan yang ditetapkan. Pemahaman atas kesamaan dan

perbedaan antara kelompok reklame tersebut diklasifikasikan, merupakan kunci dalam

memahami suatu pengelolaan reklame.*

a. Klasifikasi Secara Umum

Secara umum Klasifikasi reklame dapat berdasarkan isi pesan, bahan, sifat

informasi dan teknis pemasangannya. Berdasrkan hal tersebut, klasifikasi media

reklame ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1)

2)

Berdasarkan isi pesannya, media reklame dibedakan atas:

a) Media komersial, menyangkut media reklame yang memberikan informasi
suatu barang atau jasa untuk kepentingan dagang (private sign);

b) Media reklame non-komersial, merupakan media reklame yang
mengandung informasi pelayanan kepada masyarakat (public sign).

Berdasarkan bahan dan periode waktu yang digunakan, media reklame

dibedakan atas:*°

a) Media reklame permanen. Umumnya media ini ditempatkan atau dibuat
pada pondasi sendiri, dimasukkan ke dalam tanah, dipasang atau digambar
pada struktur yang permanen. Kebanyakan jenis media reklame ini yang
diijinkan untuk dipasang;

b) Media reklame temporer. Media reklame ini digunakan pada suatu waktu

tertentu saja ketika ada suatu acara/pertunjukan dan sejenisnya, dan

*>yulisar, Op. Cit, him. 199.
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sesudahnya tidak digunakan lagi. Media reklame jenis ini mempunyai ciri

mudah untuk dipindahkan atau dibongkar tidak terbuat dari bahan yang

mahal.
3) Berdasarkan sifat penyampain informasi, terdiri atas:

a) Media reklame yang bersifat langsung. Media ini berkaitan dengan
kegiatan pada suatu bangunan atau lingkungan tempat media reklame
tersebut diletakkan, seperti media reklame yang menunjukkan identitas
usaha atau bangunan;

b) Media reklame yang bersifat tidak langsung. Media reklame jenis ini berisi
pesan-pesan yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan
dalam bangunan atau lingkungan dimana media reklame tersebut berada.

4) Secara teknis pemasangannya, media reklame dibedakan atas:*’

a) Media reklame yang berdiri sendiri (free standing signs), memiliki dua
bentuk yaitu:

(1) Media reklame dengan tiang (pole signs). Media reklame ini didukung
oleh tiang, kadang-kadang lebih dari satu, terpisah dari tanah oleh
udara dan terpisah dari bangunan dan struktur yang lain.

(2) Media reklame yang terletak ditanah (ground sign). Dasar dari media
reklame ini terletak di tanah atau tertutup oleh tanah dan terpisah dari
bangunan atau struktur sejenisnya yang lain.

b) Media reklame pada atap bangunan (roof signs) yang terdiri atas:

(1) Media reklame yang tidak menyatu dengan atap. Media reklame ini
dibangun diatas atap bangunan, disangga oleh struktur atap dan berada

tinggi diatas atap;
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(2) Media reklame yang menyatu dengan atap. Media reklame yang
menyatu dengan atap ini dicirikan dengan tidak adanya bagian media
reklame yang melebihi ketinggian atap dan terpasang pararel tidak
lebih dari 21 cm.

c) Media reklame dari tenda maupun awning (canopy and awning signs)
yang meliputi: Media reklame pada tenda maupun awning yang dapat
dilihat.

d) Projected sign. Media reklame ini diletakkan pada bangunan atau dinding
bangunan dengan sedemikian rupa menghadap arus kendaraan dan jarak
tidak lebih dari 15 cm dari dinding bangunan dan dipasang tegak lurus dari
bangunan.

e) Media reklame yang ditempatkan pada dinding (wall signs). Media
reklame yang masuk dalam kategori ini adalah media reklame yang
dipasang secara pararel dalam jarak maksimum 15 cm dari dinding
bangunan, media reklame yang dicat pada permukaan dinding atau struktur
bangunan yang lain.

b. Kilasifikasi Berdasarkan Isi
Pengelolaan reklame Klasifikasi berdasarkan isi reklame pada beberapa
kasus menjadi landasan utama. Penggunaan khusus dari penggunaan reklame
sebagai dasar pengelolaan adalah dimungkinkannya pemasangan on premise sign
dan melarang reklame lainnya. Beberapa tipe reklame yang khas berdasarkan
Klasifikasi ini meliputi papan nama, reklame real estate, tanda pembangunan
(construction), papan menu, tanda logo dan billboard.*

c. Klasifikasi Berdasarkan Peraturan
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Perkembangan tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dapat
menjalankan kegiatan ekonomi pemerintah daerah dan dalam mengantisipasi
kompetensi perusahaan dalam memasarkan produknya lewat media reklame,
Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat
oleh umum.

Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun,
bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

Tempat pemasangan reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk
bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh
pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasang reklame.

Jenis reklame adalah sebagai berikut:

a. Reklame billboard adalah reklame yang terbuat dari papan/kayu/besi/seng/
bahan lain yang dipasang dengan tiang,
b. Reklame megatron adalah reklame yang terbuat dari papan/besi/seng/ bahan

lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik,



Reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang dibuat dari kain, atau bahan
yang yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain antara lain
spanduk, banner, umbul-umbul dan rontek,

. Reklame neonbox adalah reklame yang terbuat dari box yang bersinar dan
ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) atau di dalam ruangan,

Reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame terbuat dari kertas, plastik,
atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran,

Reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang)
pada kendaraan,

. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon,

. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan
suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat,

Reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca flim
atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain,
Reklame peragaan adalah reklame dalam bentuk peragaan atau demontrasi
dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi,

. Reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau
gambar, yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijar atau alat lain yang
bersinar,

Reklame tine plate adalah reklame yang terbuat dari plat/seng atau bahan yang
dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang
sederhana,

. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan atau triplek atau

bahan yang dipersamakan,



n. Reklame shopsign adalah reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng/ atau
bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang

bangunan.



